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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan .
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia -

Nomo_r 4286),

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355); ‘

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844),

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4436) :

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
5063);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 1l Mojokerto
(Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3242) ; |

Peraturan,‘ Pemeﬁntah “Nomor 58 Tahun 2005 tentang

- Pengelolaan K_éuangan -Daerah (Lembaran Negara Republik
“Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 (Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintél_h Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 185,

‘Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah. Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
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Peraturan Pemerintah, Nomer 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741) ;

Peraturan Menteri. Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman "Pengelolaan' Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1157/Menkes/SK/XI11/2008
tentang Daftar Alat Kesehatan yang Berfungsi Obat bagi
Pelayanan Program Kesehatan Pemerintah; _

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor
2581/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan
Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40
Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan
Kesehatan Masyarakat; |

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008
tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur;

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah
di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2009
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan
Daerah di Jawa Timur;

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2013 tentang
Mekanisme Pengajuan Klaim Bagi Masyarakat Miskin Pemegang
Kartu Jamkesda;

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 2 Tahun 20086, tenfang

Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Puskesmas Bagi Warga
Kota Mojokerto;



